\ U R NUR BANTIEM
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI BANTEN

: ‘ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

Nonimbang - a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dalam
meningkatkan  pelayanan  yang  lebih optimal kepada
masvarakat guna mendukung tugas penyelenggaraan

[ pemerintahan dan pembangunan, perlu segera dilakukan
penvesuaian - Pedoman  Tala Naskah Dinas sebagai
penunjang kelancaran komunikasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banlon;

i

l

‘» b, bahawva  untuk  menunjang  terlaksananya  sebagaimana
| dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pedoman Tata Naskah
{ Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banlen yang

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.,

LS o T -1 Undany-undang  Nomor 23 Tahun 2000 lentang,
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahian 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Neeara Nomor 010);

2 Undang-undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentlang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Fahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor -1389);

3. Undang-undang  Nomor 32 ‘Tahun 2004 lenlang

Pomerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);




Seesgrhatihan

Menetapkan

U'ndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang
Cerimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusal Dan
Dacrah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 1206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor'4438);

Peraturan Pemerintah - Nomor 66 Tahun 1951 lentang
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 176);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tenlang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 16306);

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor +
Seri E).

Neputosan Menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 1979
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 72/KEP./M.PAN/07/2003 tentang Pedoman
Urmum Tata Naskah Dinas;

Keputusan NMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005
tentang  Pedoman Tata Naskaih Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi. '

NMEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BANTEN TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PENERINTAHM PROVINSI BANTEN

BABI |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :
I. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah;

A9

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Banten;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Banten;

i Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah selanjulnya disebut DPRD, adalah Badan
Legisiatif Daerah Provinsi Banten;
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Pertanedl al Droces o v edbarelan tat Dlacrabn Sekretariat DPRDY, Dinas Daerah
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“caskah Dimas adalaly alat Fomunikast kedinasan dalan bentuk tertulis;
t

N '

v Noaskaly Danoas adaloh

alat Bomunth v Ledimasan dalame bentuk tertubie

seashab vang mencahup pengaturan jenis| format, penviapan, pengamanan,

cnealbahan, distribvs dan penvimpanan serta media vang digunakan dalam
: : AR Ll

Nomuontkast kediasan:
1 bep Naskalhy Phinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas vang memual

cobutan Piprman Tnstansa Satoan Organtsasi di Lingkungan Pemerintah

rovins: Panten;

LY Stempel Tabatan adalah alat “cap vang digunakan untuk mensahkan suatu
Svaskah Dinas vang telah ditanda tangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur,
Netua/ Waktlh Ketua DPRD Provinst Banten;

LE Stempel Instansi adalale alat/cap vang digunakan untulk mensahkan suatu
Naskah Dinas vang elah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang di
Linghungan Pemerintah Provinsi Banten;

12 Papan nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan

rcrja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Lomampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas vang

mempunyvai Kop Sampul Naskah Dinas;

4. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas
vang memuat sebutan pimpinan Pemerintah Daerah atau nama Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan nama Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

BAB II
NASKAH DINAS

Pasal 2

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dirumuskan dalam

cusunan dan bentuk produk-produk hukum dan bentuk surat,

Pasal 3

Nashah Dinas di Linghungan Pemerintah Provinsi Banten, diolah oleh Satuan

Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,

Pasal 4
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, ditanda tangani oteh
Gubernur/Wakil - Gubernur, Ketua/Wakil Kétua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diberi

woewenang.
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Jasal 5

Hentuh Naskah Dinas serta Pejabal vang diberi wewenang untuk menandatangani
voaskaht Dinas di Linghungan Pemerintah Proving: Banten sebagaimana lercantum
datam Lampiran I Peraturan Gabernur int.

asal O

e Naskah Dias pada Peraturan Dacrah  Provinsi Banlen menggunakan

N

L embane Dacrah Provinsd Banten dengan Slempel Jabatan penandatanganan.

BAB 111

STINPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Bontulk, Ukuran dan 1si

Pasal 7

c Stemoel Jabatan dan Stempel Satuan Kerjao Perangkal Dacrah berbentuk
lingkaran.
2y “tempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud avalt (1) terdiri dari
v Garis lingkaran Tuar;
Garis lingkaran tengahy;
v Garis lingkaran dalam;

G Iststempel.

Pasal §

Ckuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
Ukuran garis tengal lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Satuan Kerja
Poranghat Dacrah adalah 4 om;

b, Ukuran garis tengah lingharan tengali stempel jabatan dan stempel Satuan

.

o Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan slempel Satuan

Kerja Peranekat Dacrah adalah 3,8 ¢cm;
(el

Kerja Perangkat Dacrah adalah 2,7 cm;

Jdo Jarak antara 2 (dua) garis vang terdapat dalam lingkaran maksimal T cm.

Pasal 9
(1) stempel Jabatan berisi nama Jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan.
(2) Stempel Jabatan Gubernur Banten, menggunakan Lambang Negara.
(3 Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah Provinsi Banten.
(H) “lempel Satuan Kerja Perangkat Dacrah berisi nama Satuan Kerja Perangkat
Daerah vang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.



Pasal [0 ]

Contuh Ukaran dan v Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat
Dacraeh di Tinghongan Pemerimtah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam

cempiran il Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal Il

Pejabat vang berhak menggunakan Stempel Jabalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 avat (2) dan aval (3) vaitu Gubernur/ Wakil Gubernur dan Kelua/Walkil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Banten.

Pasal 12
Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berhak menggunakan
Stempel sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan ini adalah :

ll

1. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

~

2o Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;

Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Banten;

‘i

4. Lembaga Teknis Dacrah Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 13
i
siwempel Jabatan atau Stempel Satuan Perangkat Daerah menggunakan tinta
Gerwarna ungu.

Pasal 14

stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada
Pogian Kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 15
Kepala - Satuan Kerja Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  dan  berhak
menggunakan Stempel Jabatan dan atau Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah
nenunjuk o pojabat/petugas lertentu untuk menyimpan  dan  mengamankan
congeunaan Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 16

o Kepala Satuan Kerjy Peranghal Dacrah tidak  mempunyai wewenang
membuat stempel jabatan dan stempel Satuan Kerja Perangkat Dacrah
sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur,

(0 sekretaris Dacrah melalui Kepala: Biro Umum berdasarkan jabatannya
membuat, menguasai dan bertanggungjawab atas penggunaan stempel
jabatan dan  stempel Satuan  Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten.



(3)  Wopala Satuan Kerja Peranehat

U wahia “Sekrotariss Kashbhae et Ulgaha podda Ope 3 i

annva diserahr penugasan dan |
Dacrah di Lingkungan

Da oo melalui Kepala  bagian
LA T i ¥ ,I""’.\“

Pordasarkan swoeswendany, jabal nny,y,ulw,jawab

alas penggunaan stempel SHatuan Kerja Porangkal

Pemerintah Provinsi Banten.

Dacrah yvany, memerlukan

ian Keputusan Gubernur.

cr saluan Kerja Perang kal stempel Satuan Kerja

Voranghat 1 aerahy Ko ditetaphan det

ARV
KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Bentuk dan Isi

P psal
memual tulisan GUBERNUR BANTEN

soddoah Danas Gubernur Danten
hitam dan ditempathan

Ll N T VS
| ambanyg Negara berwarna

TN
dotigan menggunakan
Hlavian engah atas.

an Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Panten memuat
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Daerah Provinsi Banten berwarna hitam dan

(1) Kop Naskah Dinas Dew

tulisan
dengan menggunakan Lambang
Jditempatkan di bagian Kiri atas.
(31 kop Nashab Dinas Satuan kerja Peranghal Dacrah memual tulisan Pemerintah
1 ia Perangkat Dacrah, Alamat, Nomor

rovinst bBanten, Nama Satuan Kerj
Faximile dan Kode Pos, menggunakan Lambang Daerah

am dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

N

[elepon, Nomor
Provinsi Banten berwarna hit

Pasal 18
Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di

srcantum dalam Lam piran

sentuk, Ukuran dan Isi Kop
\si Banlen sebagaimana te

1
Linghungan Pemerintah Provit

11 Peraturan ini.

|
|
|
Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 19

{alam Pasal 17 ayat (N, digunakan

havaimana dimaksud
subernur/Wakil CGubernur

iy kop N askah Dinas st
vany ditandatangai oleh €

antiik Naskah Dainas

Prov st Banten.
W dalam Pasal 17 aval (2), digunakan

almanad dimakst
ani oleh Ketua/Wakil Kelua DPRD

W kop Naskah Dinas sebay
untitk Naskah Dinas yang ditandatanyg,
Provinst Banten.

aksud dalam Pasal 17 ayat (3), digunakan

h Kepala Satuan Kerja Perangkat

an atau Pejabal lain yang

3 Kep Naskah Dinas scbhagaimana dim
antuk Naskah Dinas vang, ditandatangani ole
Dacrah Pemerintah Provinsi Banten yang bersangkut

ditunjuk.
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SAN UL NASKAT DINAS
Bagran Pertama

Pontul, Ulkoran dan isi Kop Sampul

'asal 20
Sonpul Naskah Dinas Gubernor, DPRD Provinsi: Banten  dan Satuan Kerja
Cteranglat Dacrah e ineloenean Pemerintah Provinst Banten berbentulk empal

pesest rangang dan bervwarna coklat muda atau putih,

Pasal 21
Nop - Sampul Naskah Dinas satuan kerja perangkat daerah memuat tulisan
Femerintah Provinsi Banten, Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat,
Nomor Telepon, Nomor Faximile, E-NMail dan Kode Pos Satuan Kerja Perangkat

Veerah vang bersanghutan,

'
sl
vy

Pasal 22
coop sampul Nashah Dinas Gubernur Banlen menggunakan Lambang Negara
corvvacna hitam dan ditempatkan pada tengah atas.
oo sl Masiad Dinas DEPRD Provinsi Banten dan Satuan Kerja Perangkal
coorahy Provinst Banten menepunakan Lambang Dacrah Provinsi Banten

cariny bt das dreerpathan pada bagian Kivi atas.

Pasal 23
Connabs Uhuran dan s Rop o sampul Naskah Dinas Gubernur, DPRD Provinsi
Daten dan Satuan Kerja Peranghat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Poandci cebeeainmana lercantem dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua
) s
Penggunaan

Pasal 2.

Y Kop Ssampul Naskah Divas Gubernur Banten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 avat (D). diisi dengan Naskah \’inas yvang ditandatangani oleh
Gubernuar Wakil Guboernur Banten.

(2) Kop Sampul Naskah Dinas DPRD Provinsi Banten dan Satuan Kerja Perangkal
Dacrah Provinst Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayal (2), diisi
deingan Naskah Dinas vang ditandatangani oleh Kelua/Wakil Ketua DPRD

dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
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BADB Vi
PAPAN NANMA

Bagian l’vrlmnni
Bentul, Ukuran dan Isi
Pasal 25
Poon Nama Satuan Ko Peranghat Dacrah dic Lingkungan Pemerintah
Coccner Banten berbentuk empat persegt panjang dengan ukuran 1 (satu)
borbanding 2 duan) berisi Nama Satuan Kerja Peranghat Dacrah, Alamal,

Podenon Fasomde ool dan Kode Pos Wilavah:

CoPapan Svamae satuan e Peranghat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayal

(0 berwarna dasar putih dengan tulisan hural balok berwama hitam,

"asal 20

Pentuk Ukuran dan st Papan Nama o Satuan Kerjao Peranghat Dacrah di

Pinehunean Pemerintah Provinsi Banten sebagaimmana tercantum dalam Lampiran
| <2 )

VoPoraturan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 27

can Nama Satuan Kerja Perangkat Dacerah ditempatkan pada tempat yang

[

“ates Lo mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 28

Savian Kerja Perangkat Dacrah vang berada dilawah satu atap/komplek, dibuat

alans satu papan nama vang bertuliskan semba nama Satuan Kerja Perangkal
yaly :

D)t ait.

Bagian Ketiga

Azas-azas Tala Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas

PPasal 29

\sae Fata Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas dialur sebagaimana tercantum

“

Jatam ampiran VT Peraturan Ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kotentuan vang mengatur Naskah Dinas vang karna sifat kekhususannya tidak
diatar dalam Peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.




Pasal 31

ditetapkannva  Peraturanini, maka Keputusan Gubernur  Banten

Dengean
2000 (entang Pedoman Tala Naskah Dinas Di Lingkungan

“Covimor K0 Tahun
S oaneriiah Provinst Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaka Tagn

AR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Poauran s mulai berlaku scjak tanggal diundpngkan.

Aar seinap o orany dapal mengetahuinya,, memerintahkan  pengundangan

Ceraturan i dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Provinsi Banten.

Diletapkan di Serang
P(l Ll d t‘dnggal e CLoda ;.-‘

GUBERNUR BANTEN,

rr——

1. D. MUNANDAR
Dinndangkan di Serang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

™

Drs 1L CHIAFRON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama NMadya
NI 010057 318

FEMBARAN DAFRATT PROVINSI BANTEN TATTUN 2004 NOMOR -
SLRIL:



